‘ INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
m, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 977-987
‘ E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
@ l Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
E-Government Stage Model Pada Website Layanan Aspirasi Digital Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus

Anne'", Joko Tri Nugraha? Rizza Arge Winanta®, Sigid Widyantoro*

Universitas Tidar

™
Email: anne@students.untidar.ac.id

Abstrak

Perkembangan e-government menjadi fokus penting dalam upaya mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang transparan, efektif, dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tingkat kematangan layanan digital Ladeni Rakyat DPRD Kabupaten Kudus dan mengidentifikasi faktor
pendorong serta penghambat pengembangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode studi kasus dan teknik purposive sampling serta snowball sampling. Informan terdiri
atas pengelola platform, tim teknis, dan masyarakat pengguna. Analisis dilakukan berdasarkan lima pilar
kematangan e-government menurut Fietkiewicz et al., yaitu Information Dissemination, Communication,
Transaction, Interoperability, dan Participation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek
Communication dan Transaction telah berkembang cukup baik. Namun, masih ditemukan kekurangan
pada aspek Information Dissemination, Interoperability, dan Participation. Diperlukan penguatan pada
penyebaran informasi, integrasi antar layanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk
mencapai kematangan e-government yang optimal.

Kata Kunci: £-Government, Model Kematangan, Ladeni Rakyat, Layanan Digital
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Abstract

The development of e-government is a key focus in realizing transparent, effective, and participatory
governance. This study aims to analyze the maturity level of the Ladeni Rakyat digital service by DPRD
Kudus Regency and identify supporting and inhibiting factors in its development. This research employs
a qualitative approach using a case study method and purposive as well as snowball sampling
techniques. Informants include platform administrators, technical staff, and service users. The analysis
refers to the five pillars of e-government maturity by Fietkiewicz et al.: Information Dissemination,
Communication, Transaction, Interoperability, and Participation. The findings show notable progress in
Communication and Transaction aspects. However, there are deficiencies in Information Dissemination,
Interoperability, and Participation. Enhancing information dissemination, cross-service integration, and
public participation is necessary to achieve optimal e-government maturity.

Keywords: £-Government, Maturity Model, Ladeni Rakyat, Digital Services

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah di berbagai negara
untuk mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government guna
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Dalam hal ini, e-government
bukan hanya tentang penerapan teknologi dalam administrasi publik, tetapi juga tentang
menciptakan sistem yang mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara
keseluruhan. Teknologi informasi, menurut Heeks (2002), adalah alat yang dapat
memfasilitasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan cara yang lebih cepat,
murah, dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, Wescott (2001) mengungkapkan bahwa e-
government berpotensi untuk merubah cara pemerintah berinteraksi dengan publik dan
mempermudah pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti. Oleh karena itu, e-
government dianggap sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan
publik dan meminimalisasi birokrasi yang berbelit-belit.

Salah satu tujuan utama dari penerapan e-government adalah untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Menurut Fountain (2001), transparansi adalah
salah satu elemen yang paling penting dalam reformasi pemerintahan. Dengan adanya
platform digital yang dapat diakses oleh masyarakat, maka warga dapat memantau jalannya
pemerintahan dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan
terbuka. Lebih lanjut, menurut Norris (2001), e-government juga dapat memperluas
partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, yang pada gilirannya dapat

menciptakan kepercayaan yang lebih besar antara pemerintah dan masyarakat.
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Dalam konteks Indonesia, transformasi digital dalam pemerintahan dimulai sejak
dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yang menandai awal mula penerapan
e-government di Indonesia. Lanjutannya, pada 2023, Presiden mengeluarkan Perpres No.
82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital
Nasional. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi sektor publik dan
memastikan keterpaduan layanan di berbagai sektor pemerintahan. Pemerintah Indonesia
menyadari pentingnya teknologi untuk mempercepat transformasi digital di seluruh lapisan
pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik yang lebih efisien. Salah satu indikator
keberhasilan implementasi e-government yang semakin berkembang adalah peningkatan
E-Government Development Index (EGDI) Indonesia yang naik dari peringkat 107 pada 2018
menjadi 64 pada 2024. Pencapaian ini mencerminkan upaya pemerintah untuk
meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi di Indonesia.

Di tingkat daerah, Kabupaten Kudus menunjukkan komitmen yang signifikan dalam
penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Nilai indeks SPBE Kabupaten
Kudus yang meningkat secara signifikan hingga kategori "Memuaskan" pada 2023 dan
2024, merupakan bukti bahwa pemerintah daerah setempat aktif dalam menyusun dan
menerapkan kebijakan yang mendukung transformasi digital. Langkah ini juga
mencerminkan dukungan terhadap pencapaian tujuan nasional dalam hal pemerintahan
berbasis digital. Kabupaten Kudus, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
meluncurkan platform Ladeni Rakyat, sebuah website layanan aspirasi publik yang
memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, dan kritik secara daring.
Menurut Ubaldi (2013), penerapan platform seperti ini sangat penting dalam meningkatkan
hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta memberi ruang bagi warga untuk ikut
berperan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada
kehidupan mereka.

Meskipun platform Ladeni Rakyat sudah berjalan, efektivitas dan kematangannya
dalam menyediakan layanan digital publik masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Hal ini sangat
penting untuk memastikan bahwa platform tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wadah
komunikasi satu arah, tetapi juga sebagai sarana yang memungkinkan pemerintah daerah
untuk merespons secara efektif keluhan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Seperti yang dikemukakan oleh Criado et al. (2013), evaluasi kematangan dan efektivitas e-
government harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang

masih perlu diperbaiki dan dikembangkan.
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Dalam menilai kematangan e-government, model lima pilar yang dikembangkan oleh
Fietkiewicz et al. (2017) memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengevaluasi
sistem e-government dari berbagai dimensi. Model ini mencakup lima aspek utama, yaitu
Information Dissemination, Communication, Transaction, Interoperability, dan Participation.
Setiap pilar ini memiliki peran penting dalam menentukan seberapa matang dan efektif
suatu sistem e-government dalam memberikan layanan kepada publik. Aspek Information
Dissemination merujuk pada kemampuan platform untuk menyebarluaskan informasi
secara tepat dan akurat kepada masyarakat, sementara Communication mencakup interaksi
dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Aspek Transaction mencakup kemampuan
platform untuk mendukung transaksi administratif secara elektronik, yang dapat
meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Interoperability berhubungan dengan
kemampuan sistem untuk berintegrasi dengan sistem lain, sementara Participation menilai
sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan
kebijakan.

Penerapan model lima pilar ini pada layanan pengaduan publik yang disediakan oleh
Ladeni Rakyat DPRD Kabupaten Kudus dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam
mengenai sejauh mana platform ini telah mengimplementasikan kelima pilar tersebut.
Penelitian ini juga akan mengidentifikasi aspek-aspek pendorong dan penghambat dalam
pengembangan layanan digital publik di Kabupaten Kudus. Seperti yang disarankan oleh
Layne dan Lee (2001), untuk mencapai kematangan e-government yang optimal, penting
bagi pemerintah untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dan mencari
solusi yang tepat agar teknologi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas
mengenai efektivitas penggunaan teknologi dalam memperbaiki komunikasi dan pelayanan
publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi
terhadap pengembangan sistem e-government di Kabupaten Kudus, tetapi juga dapat
menjadi acuan bagi daerah-daerah lain dalam mengimplementasikan e-government untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan
dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam proses pengembangan dan
implementasi layanan digital Laden/ Rakyat di DPRD Kabupaten Kudus sebagai media
penyampaian aspirasi masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD
Kabupaten Kudus. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan
dilanjutkan dengan snowball sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri dari /eader
project Ladeni Rakyat, staf teknis, staf TI Humas DPRD, staf Tl Sekretariat DPRD, serta
masyarakat pengguna layanan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung
terhadap penggunaan website, serta dokumentasi dari situs web Ladeni Rakyat. Data yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan model lima pilar kematangan e -governmentdari
Fietkiewicz et al. (2017), yaitu /nformation Dissemination, Communication, Transaction,
Interoperability, dan Participation. Analisis data dilakukan dengan teknik data condensation,
data display, dan drawing and verifying conclusions berdasarkan model Miles dan
Huberman (2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan website Ladeni Rakyat DPRD
Kabupaten Kudus telah menunjukkan kemajuan pada beberapa aspek, namun masih
memiliki tantangan di area lain yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Evaluasi dilakukan

berdasarkan lima pilar kematangan e-government.

1. Information Dissemination
Pilar ini berfokus pada penyebaran informasi kepada publik melalui platform digital.
Hal ini mencakup aksesibilitas dan kualitas informasi yang disediakan oleh pemerintah untuk
masyarakat, serta bagaimana informasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh
pengguna. Penyebaran informasi yang efektif adalah langkah awal dalam membangun

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
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Tentang Ladeni Rakyat

SOP Ladeni Rakyat

Gambar 1. Tampilan Penyebaran Informasi Ladeni Rakyat

Sumber: Website Ladeni Rakyat, https://ladenirakyat.kuduskab.go.id

Pilar ini menunjukkan bahwa website telah menyajikan informasi dasar mengenai
DPRD dan prosedur penyampaian aspirasi. Namun, kualitas dan keterbaruan informasi
belum optimal. Sebagian besar masyarakat menyatakan kesulitan menemukan informasi
terkait tindak lanjut aspirasi yang telah diajukan. Selain itu, belum tersedia fitur pencarian
yang memudahkan navigasi dan aksesibilitas, yang berdampak pada rendahnya

kepercayaan publik terhadap transparansi proses.

2. Communication
Fietkiewicz et al. (2017) menekankan bahwa komunikasi yang baik mencakup
penggunaan media sosial dan saluran komunikasi lainnya untuk mendengarkan umpan
balik dari masyarakat serta merespons kebutuhan mereka secara tepat. Melalui pendekatan
ini, komunikasi yang efektif tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan
masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi publik dalam

proses pengambilan Keputusan.
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Gambar 2. Log aktivitas Ladeni Rakyat

Sumber : Website Ladeni Rakyat, https://ladenirakyat.kuduskab.go.id

Aspek komunikasi menunjukkan performa yang cukup baik. Website telah dilengkapi

dengan fitur formulir pengaduan yang secara langsung terhubung dengan WhatsApp,
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memungkinkan komunikasi dua arah yang responsif. Masyarakat merasa lebih dekat
dengan DPRD karena adanya umpan balik yang cepat. Hal ini sejalan dengan prinsip e-

participation yang menekankan pentingnya interaktivitas dalam pelayanan digital.

3. Transaction
Kemampuan pemerintah dalam aspek transaksi dinilai dari kemampuannya
menyediakan layanan yang memungkinkan masyarakat melakukan berbagai transaksi
secara online, seperti pembayaran retribusi, pengajuan izin, atau layanan administrasi
lainnya secara efisien dan mudah diakses. Menurut Fietkiewicz et al. (2017) Kemudahan
dalam melakukan transaksi secara digital meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi

pengguna, serta mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan.

4+ Tambah E-Aspirasi

Gambar 3. Formulir Daring Ladeni Rakyat
Sumber : Website Ladeni Rakyat, https://ladenirakyat.kuduskab.go.id

Website Ladeni Rakyat dikembangkan sebagai sarana pelayanan administratif digital
yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara
daring, website ladeni rakyat telah memfasilitasi transaksi administratif berupa pengiriman
keluhan dan aspirasi secara online. Setiap pengajuan mendapat nomor tiket dan dapat
diikuti perkembangannya melalui notifikasi pesan singkat. Namun, proses tindak lanjut
masih banyak bergantung pada koordinasi manual antar bidang di DPRD, sehingga

memperlambat efektivitas sistem digital.

4. Interoperability
Interoperability penting untuk memastikan bahwa berbagai layanan dapat bekerja
sama dengan baik dan memberikan pengalaman yang mulus bagi pengguna. Menurut
Fietkiewicz et al. (2017) Integration menilai sejauh mana sistem e-government dapat

terintegrasi dengan sistem lain, baik di dalam maupun di luar pemerintah.
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Gambar 4. Integrasi Portal Utama Ladeni Rakyat
Sumber : Website Ladeni Rakyat, https://ladenirakyat.kuduskab.go.id

Integrasi antar sistem belum berjalan maksimal. Website Ladeni Rakyat belum
terhubung dengan sistem informasi pemerintahan daerah lain, seperti aplikasi SPBE atau
sistem pengelolaan aduan masyarakat kabupaten secara terpusat. Hal ini menjadi hambatan

dalam efisiensi pelayanan publik yang terintegrasi dan kolaboratif lintas sektor.

5. Participation
Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang
responsif terhadap kebutuhan publik. Menurut Fietkiewicz et al. (2017) Partisipasi dinilai dari
tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, yang
mencakup penggunaan platform digital untuk mendorong partisipasi publik dalam

perumusan kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah.
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Gambar 5. Kritik dan Saran Website Ladeni Rakyat
Sumber : Website Ladeni Rakyat, https://ladenirakyat.kuduskab.go.id

Tingkat partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam menggunakan
layanan ini masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi
digital sebagian warga, serta ketidaktahuan terhadap manfaat langsung dari layanan ini.
Minimnya keterlibatan warga menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola partisipatif

berbasis digital.
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Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Ladeni Rakyat telah
mencapai kemajuan pada aspek komunikasi dan transaksi, tetapi masih memerlukan
peningkatan pada penyebaran informasi, integrasi sistem, dan partisipasi publik. Hal ini
sejalan dengan hasil studi oleh Rusnita et al. (2023) yang menekankan pentingnya

penguatan pilar partisipasi dan interoperabilitas dalam keberhasilan e-government.

SIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa website Ladeni Rakyat DPRD Kabupaten Kudus
telah menunjukkan kemajuan dalam aspek komunikasi dan transaksi sebagai bagian dari
implementasi e-government. Namun, masih terdapat kelemahan signifikan pada aspek
penyebaran informasi, interoperabilitas sistem, dan partisipasi publik. Untuk mencapai
tingkat kematangan penuh, diperlukan peningkatan integrasi lintas sektor, transparansi
tindak lanjut aduan, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih aktif dalam

menggunakan layanan digital tersebut.
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